BAB Il

PRAKTEK PEMANGGILAN SIDANG
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semar ang)

A. Deskrips tentang Pengadilan Agama Semarang
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agangadamulu
juga dikenal dengan pengadilan Surambi telah adenghh-tengah
masyarakat kaum muslim di Indonesia bersamaan dekgaadian
agama islam di negeri ini.

Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarara)) &da
dengan bersamaan masuknya islam di kota Semarasgbud dengan
Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangngany@a mengambil
tempat di Surambi Masjid. Tata cara keislaman, bdéam kehidupan
masyarakat maupun peribadatan, secara mudah dégamd sebagai
pedoman, sehingga Pengadilan Agamapun lahir sebadmtuhan
hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdiringiajian-kerajaan
sejak dari pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, ,ubeesik, Banten,

dan kerajaan-kerajaan islam lainnya.
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Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agamagaelsalah
satu lembaga Hukum yang mengalami proses pertumbydray begitu panjang
dan berliku sejalan dengan alur politik hukum negdari penguasa. Tidak
sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta ramgan dari berbagai pihak.
Kedatangan penjajah dibumi pertiwi ini menyebablatnhnya kerajan islam
satu-persatu. Sementara itu disisi lain penjajdanioe datang dengan sistem
peradilannya sendiri yang dibarengi dengan poétikputasi secara berangsur-

angsur mengurangi kewangan peradilan agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakesnmhbelanda
tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah mmulkslam yang menjadi
dasar, sehingga penerapan hukum yang berlaku dif@emaun diberlakukan
peraturan-peraturan yang diambil dari syariat islartuk orang islam.Diantara
pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oudrldmm, ketua komisi
penyesuaian undang-undang belanda dengan keadamewia di hindia dan
belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintahddelgang isinya adalah
bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidakyemangkan, mungki
juga perlawanan, jika diadakan perlawanan terhamapg bumi putra, maka
harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar merekéetap dalam lingkungan
hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain yakni .Pkéif Lodewyk

Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakahwa yang berlaku di

! http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilamitak-profil-sejarah.html. diakses pada hari
Rabu tanggal 11Juli 2012
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indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hatafi Syafi'i. Dialah yang
memperkenalkan teori Recepcio in Complexu. Tearimengajarkan bahwa
hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorangingga orang islam
indonesia telah dianggap melakukan resepsi huklamislalam keseluruhan
dan sebagai satu kesatuan. Pendapat tersebutslaliatgang akhirnya
mendorong pemerintah belanda mengeluarkan suratitdegm Nomor 24
tanggal 19 januari 1882 yang dimuat dalam StaadNlahor 152 tahun 1882
tentang pembentukan pengadilan agama di jawa danrmaMeskipun dengan
bentukya yang sederhana pengadilan agam asemaedaly @ada sebelum
penjajah belanda menginjakkan kakinya di bumi irie, namun dengan
dikeluarkannya surat keputusa Nomor 24 tahun 18&2gykemudian lebih
dikenal dengan sebutan Staadblad Nomor 152 tah88, 18ilah yang menjadi
tonggak sejarah mulai mulai diakuinya secara ysrritbrmal keberadaan
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumny#&elagadilan Agama
Semarang pada khususnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa padanya
pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum Belaedtarig hukum yang
berlaku di indonesia adalah hukum Islam yang mengabkar, sehingga
penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukaatys@n-peraturan yang
diambil dari syariat Islam untuk orang Islam. Namuamudian terjadi
perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Baddaakibat pengaruh dari

seorang orientalis belanda Cornelis Van Vollenno@874-1953) yang
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memperkenalkan Het Indische Andratecht dan Crissaouck Hurgronye

(1957-1936) yang memperkenalkan teori Recéptang mengajarkan bahwa
yang berlaku di indonesia adalah hukum adat adlikuim islam baru

mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sutiegsepsi oleh hukum
adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adatrbsabagai hukum islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada pohtikum adat ini
jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum islangan dalih untuk
mempertahankan masyarakat adat politik hukum adat yditanamkan oleh
pemerintah kolonial belanda ini mempunyai pengayahg sangat kuat pada
sebagian sarjana hukum indonesia sehingga seteldmnasia merdekapun
masih dianggap sebagai yang paling benar. Usah@hppusan lembaga
peradilan agama tersebut hampir berhasil ketikaa pahggal 8 juni 1984
disahkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1948 tergasgnan dan kekuasaan
badan-badan kehakiman dan kejaksaan, yang memasRBigkadilan Agama ke
dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain eksisReradilan Agama yang
berdiri sendiri telah dihapuskan.

Kemudian mengenai bukti-bukti sejarah atau penilaggakuno
Pengadilan Agama Semarang ini memang agak suditndikan, karena arsip-
asip tersebut telah rusak akibat beberapa kali okaRengadilan Agama
Semarang terkena banjir, yang paling besar adaléhdn 1985. Akan tetapi

masih ada beberapa pelaku sejarah yang masih hidng dapat dimintai
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informasi mengenai sejarah Pengadilan Agama Semasmamng dapat dijadikan
rujukan atau setidaknya sumber penafsiran dalanyaupaenelusuri sejarah
Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan keterarmaak BBasiron, seorang
pegawai Pengadilan Agama Semarang yang palingrséeitau pernah melihat
penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 gepémbagian warisan
yang masih menggunakan tulisan tangan dengan bah#sa jawa. Keterangan
tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Bapaks&uoit pensiunan pegawai
Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernajfadnpegawai pada
jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa &ditapn Agama
Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarks&taatblaad 1882.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI
Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

MISI
a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan saksaiiaa
sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengarinbden bebas
dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c. Mengembangkan penerapan menejemen modern dalanurpsag
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tanggar kdah

pengelolaan keuangan.
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d. Meningkatkan pembinaan sumber daya anusia dan pesga

terhadap jalannya peradilan.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pebkdsan

Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa damgadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadampg. 2 ayat (1)
UU No. 14/1970 jo Pasal 11 UU No. 48/2009, termadidalamnya
meyelesaaikan perkara voluntair (penjelasan psya €l) tersebut).
Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilaguhh Islam
yang menjadi salah satu rujukan dalam beracaraga@dan Agama
bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masdéaa lain:
a. Anak dalam kandungan

1) Sah /tidaknya kehamilan

2) Status anak dalam kandungan

3) Bagian warisan anaka dalam kandungan

4) Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan

b. Kelahiran
1) Penentuan sah / tidaknya anak
2) Penentuan asal/ usul anak

3) Penentuan status anak / pengakuan anak
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c. Pemeliharaan anak

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

Perwalian terhadap anak

Pencabutan kekuasaan orang tua

Penunjukan atau pengganti wali

Pemecatan wali

Kewajiban orang tua / wali terhadap anak

Pengankatan anak

Sengketa hak pemeliharaan anak

Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
Pembatalan pengangkatan anak

Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemelimardan

pendidikan anak

d. Perkawinan (Akad Nikah)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya

Dispensasi kawin dibawah umur 19 tahun bagi pria t&tahun
bagi wanita

Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumbutghun

Wali adhol ( Permenag No. 2 /1987)

Penolakan kawin oleh PPN

Pencegahan kawin

Izin beristri lebih dari seorang

Penetapan sahnya perkawinan
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10)

11)
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Pembatalan perkawinan
Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN

Penetapan sah atau tidaknya rujuk

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
f.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

Mahar

Penghidupan Isteri ( nafkah, kiswah, miswah dsb)
Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri
Penetapan nusyuz

Perselisihan suami isteri

Gugatan atas kelalaian isteri

Mut’ah

Nafkah iddah

Sengketa tempat kedian bersama suami Isteri

Harta benda dalam perkawinan

Penentuan status harta benda dalam perkawinan
Perjanjian harta benda dalam perkawinan

Pembagian harta benda dalam perkawinan

Sengketa pemeliharaan harata benda dalam perkawinan
Sita marital atas harta perkawinan

Sengketa hibah

Sengketa wakaf

Wasiat
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9) Shodaqgoh
10) Wasiat wajibah
11) Harta bawaan suami isteri
g. Putusnya perkawinan
1) Penentuan putusnya perkawianan karena kematian
2) Perceraian atas kehendak suami (cerai talak)
3) Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat yadagladnnya
meliputi masalaha tentang Li'an, khuluk, fasakhn)ds
4)  Putusnya perkawinan karena sebab- sebab lain
h. Pemeliharaan Orang Tua
1) Kewajiban anak terhadap orang tua ( Pasal 46 UUP)
2) Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat
i. Kematian
1) Penetapan kematian secara yuridis misalnya karesfguoch (
Pasal 96 ayat (2) KHI )
2) Penetapan sah / tidaknya wasiat
j.  Kewarisan
1) Penentuan ahli waris
2)  Penentuan mengenai harta peninggalan
3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4) Pembagian harta peninggalan

5) Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
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6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cad@pindak
7) Baitul mal
Tugas-tugas lain yang diberikan kepada PengadigamAialah:

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian a hart
peningglan di luar sengketa antara orang —orang y&nagama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ( IPE®#& ayat
(2) UU No. 7 /1989)

2. Legalisasi akta Keahliwarisan di bawah tangan, kntu
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan aielyag

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehaantgn
Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerdturnaya,
apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU No.7 /1989)

4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam kuntu
pelaksanaan penyumpahan pegawai / pejabat yagdoeadglam
( Permenag No. 1 /1989)

5. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal

6. Melaksanakan tugas- tugas pelayanan seperti pdramuloukum,
pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadapasihat
hukum dan sebagainya.

4. Struktur Pengadilan Agama Semarang
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Struktur jabatan yang ada di Pengadilan Agama Saemar

sebagaimana berikut ifi:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

SEMA NO.5 TAHUN 1996

KETUA
Drs.Jasiruddin,SH,MSI

PANITRA/SEKRETARI

H.Waris,SH,SAg.MSI.

S

HAKIM

Drs.H.M.Fauzi,SH,MH
Dra.HJ.Ismiyati,SH
Drs.H,Zaenal Khudori Rouf
Drs.H.Hamid Anshori,S
Drs.H.Mhamdani,MH

Drs. Numman Syah,SH,MH
Drs. H.Ali Imron,St

ourwNE

~

\_

~

-

.

1. H.Khoirozi,SH

2. Drs.Wachid Yunanto,SH
3.Drs.Syiar Rifa’i
4.Drs.Zaenal Arifin,SH,MH
5. Drs.Kholis,MH

6. Drs.Wahyudi SH,MSI

HAKIM

/

[

WAKIL PANITRA
Drs.H.A Heryanta Budi Utama

1

WAKIL SEKRETARIS
Dra.Hj.Mustaningsih,SH

|

[ PANITRA MUDA [ KEPALA SUB BAGIAN ]
Gugatan Permohona Hukum Kepegawaia Keuangan Umum
Faizah.S.H Drs.Setya H.Zaenal M. Roy Hj.Munafiah, Moh.Asfa
Adi W,SH Abidin.SA irwan,S.kom SH roni,SHI

/PANITRA PENGGANTI\

Miftah,SH

Drs.Imron Mastuti,MH
Dra.Arifatul Laili

Lajjinah Hafnah Renita,SH
Dra.Siti Nur janah

Sri Anna Ridwanah,S.Ag
Hj.Agustini Ichtiyarsih,BA
Cholisoh Dzikri,SH
Fauziyah S.Ag

Basiron

Qti Khodijah

/JURUSITA/JURUSITA\

r-organisasi files/xd arbiter.

/

Slamet Suharno

Bakri

Hastutu Rahmadana,SE
Sri Wahyuni
Jikronah,S.Ag

Siti l1zati, SH
Kusman,SH

Sri Hidayati,SH

Qach mat Afrianto

PENGGANTI

ggal

/
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5. Gedung pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarangatenk di
serambi masjid agung Semarang yang dikenal dengaiidibesar kauman
yang terletak di jalan alun-alun barat dekat denggsar johar. Tanah yang
sekarang berdiri diatasnya berdiri pasar joharuldedya adalah alun-alun
kota semarang. Setelah beberapa tahun berkantwemimbi masjid,
kemudian menempati bangunan yang terletak disamgéiglah selatan
masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan ptakais masjid besar

kauman.

Pada masa walikota yang dijabat oleh Bapak Hadijarerdasarkan
surat walikota tertanggal 28 Juli 1977 pengadilayan@a semarang
disediaakan sebidang tanah seluas + 4000 m? yarbgtate di jalan
Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung pengaddgama
semarang. Pengadilan Agama semarang terletak dn j&onggolawe
Nomor 6 Semarang, dengan bangunan seluas 499 mZidesmikan
penggunaanya tanggal 19 September 1978. Sejak aangysebut
pengadilan agama semarang memiliki gedung seratig yampai sekarang

ditempati?

4 Sumber : M. Roy Irawan, S.Kaqrhttp://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilékontak-
profil-sejarah.htmidi akses hari Rabu tanggal 11 Juli 2012
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B. AsasPemanggilan
Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemanggiara pihak
diantaranya adalah:
1. Pemanggilan yang Dilaksanakan secara Resmi
Relaas yang dilakukan secara resmi artinya sasaran atgek ob
pemanggilan tepat dan tatacara pemanggilan sesergad ketentuan
Undang-undang.
2. Pemanggilan memenuhi waktu yang patut
Pemanggilan memenuhi waktu yang patut ini beramggang waktu
antara pemanggilan yang dilakukan dengan hari gididak kurang dari 3
hari® Kepatutan waktu yang terpenuhi adalah pada s&itnHeetua majlis
menetapkan hari sidang (PHS), hendaknya melihat dangingat jauh
dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkashingga waktu
pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dengam $idang tidak kurang
dari 3 hari kerja dengan sendirinya didalamnyaktigamasuk hari besér.
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa yang kdima
panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patidglah jika

pemanggilan dilakukan dalam keadaan normal dimanapat kediaman

® Musthofa.Kepaniteraan Pengadilan Aganf@et,|: Jakarta. Pernada Media,2005), hal.103
® Ahmad MujahidinPembaharuan Hukum Acar Perdata Peradilan Agama Mahkamah
Syari’ah Di IndonesigCet,|: Jakarta Pusat. lkatan Hakim Indonesia IKAMIO8) hal.307
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tergugat atau termohon diketahui dan jangka wakitara penyampaian
panggilan dengan penempatan hari sidang palinqguBaari.’

Kemudian yang dimaksud panggilan secara resmi ya#s tepat
menurut tatacara yang ditentukan sesuai dengada&eatertentu, yang
tatacaranya telah ditentukan dalam pasal 390 HiRsAl 718 RBg, khusus
untuk perkara perceraian disamping menurut atunaumnu yang diatur alam
HIR dan RBg, juga ditambah pasal 26,27 dan 28 PP Nahun 197%

a. Aturan Pokok

- Lansung kepada pribadi orang yang dipanggil

- Langsung disampaikan ketempat orang yang dipanggil

Jadi apabila tempat kediaman sudah diketahui, npakagilan
harus langsung disampaikan dengan cara juru sitaatengi sendiri
tempat kediaman orang yang dipanggil. Kemudianusjtat harus
langsung menyampaikan panggilan kepada pribadi gorgang
dipanggil. Panggilan atauexploit tidak boleh disampaikan
disembarang tempat.

Apabila surat kuasa disampaikan kepada kuasa hulaimn
biasanya dialamatkan ke kantor dimana kuasa hukersehut
berpraktek. Namun apabila surat panggilan disamapailngsung

kepada para pihak tetapi bukan ditempat kediamansgperti di

" Catatan pasal 26 ayat (4) PP No.9 Tahun 1975 fi@#at-lambatnya 3 hari sidang”,
sedangkan menurut pasal 122 HIR dengan kalimag"“Higri Kerja”.
M. Yahya HarahapKedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama dl¥ tahun 1989[Cet.2 :
Jakarta. Sinar Grafika,2007) hal 227-228

8 PP. No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NdlirnT4974 tentang Perkawinan
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jalan, yakni berjumpa ditengah jalan lalu jurusit@emberikan
panggilan itu kepada para pihak dan pihak yangdrkgpa itu mau
menerima surat panggilan tersebut, maka pangglaeltut tidak sah
menurut hukum. Hal tersebut tercantum dalam pa@@lF8R /pasal
718 RBg.?

Dengan demikian apabila tempat kediaman pihak hetse
diketahui, baik dalam keadaan jauh atau dekatt atdiu mudah,
maka pemanggilan kepada para pihak dilakukan olebsita /
jurusita pengganti harus dilakukan secara resmi it sesuai
peraturan yang ada. Sedangkan secara teknis unarjangkau
daerah yang lokasinya sangat sulit dijangkau damd&e
transportasi, maka pihak pengadilan agama dapatakoiein
kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan patabrkabupaten
setempat dalam pengadaan alat transportasi dam ketagadilan
agama dapat menetapkan biaya perkara dalam rauissis

b. Aturan tambahan

Panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman grgang
dipanggil dengan keadaan tertentu sesuai dengaoatat undang-
undang yakni:

- Surat panggilan disampaikan kepada Lurah / KepaaaDdengan

syarat orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempediaman

° H. Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadAgama Yayasan
Al-Hikmah, Jakarta,2000 Cet.l, hal 84
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dengan mencatat nama penerima dan ditanda tanigémpenerima,
untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Kebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalama&ea
apabila jurusita tidak menjumpai orang yang dipanggempat
kediamannya. Oleh karena itu, menurut M. Yahya higpabahwa
hal tersebut adalah keliru apabila praktek yangkdikan oleh
sebagian jurusita yang langsung menyampaikan dangmelalui
Lurah / kepala desa sebelum berusaha menjumpaihtiekediaman
orang yang dipanggtf’

Sedangkan menurut H Abdul Manan, panggilan yang
disampaikan kepada Ketua Rukum Kampung (RK) atatu&e
Rukun Tetangga (RT) adalah tidak sah, karena R Riabukanlah
termasuk pejabat umum.

- Apabila tempat kediaman yang dipanggil tidak diketaatau tidak
mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesiaka
pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/ Walkasetempat
dengan cara menempelkan surat panggilan pada p&pgumuman
pengadilan agama atau Mahkamah Syari’ah (Pasaa@®0(3) HIR/
Pasal 718 ayat (3) RBQ).

- Khusus untuk perkara perceraian, pemanggilan umang ylisebut

dalam pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 718 ayd®B2) diubah dan

10'M. Yahya Harahap, Opcit, hal.226
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dimodifikasi kearah yang dinamis dan realistik oledsal 27 PP

Nomor 9 Tahun 1975 dengan cara:

1. Menempelkan surat gugatan / permohonan pada papan
pengumuman di pengadilan agama yang bersangkutan.

2. Kemudian mengumumkan penempelan melalui satu atau
beberapa surat kabar atau mass media lain.

3. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2d&aljan
tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman yang nperta
dengan yang kedua.

4. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari gidan
sekurang-kurangnya 3 bulan.

5. Apabila tergugat / termohon tidak memenuhi panggilgugatan
crai dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan/mpéonan
tanpa hak atau dasar hukum.

6. Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan
pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah

selama 14 (empat belas) hri.

C. Tatacara Pemanggilan Para Pihak dengan M enggunakan M edia Elektronik
Ada beberapa aturan penting yang mengatur prodegemsanggilan dalam

beracara di Pengadilan Agama diantaranya adalah:

1 Sumber: makalah dengan juduPemanggilan Para Pihak Berperkara Di Pengadilagana
“ oleh Nursidik (Hakim Pada Pengadilan Agama Kajerakdes pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012
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1. Hakim / ketua mempelajari perkara setelah meneterkas perkara dari
ketua pengadilan bersama hakim anggotanya.
2. Hakim setelah mempelajari dengan bermusyawarahagieimakim anggota
3. Menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) nya, baikthaggal, maupun
jam dilaksanakannya persidangan dan agar para misnggil untuk
menghadiri sidang tersebut.
4. PHS tersebut ditandatangani oleh Hakim atau Ketapisv
5. Dalam menetapkan hari sidang hakim mempertimbandkan tersebut
dibawah ini:
- Hari sidang pertama tidak boleh lebih dari 30 hdari tanggal
pendaftaran perkara tersebut, kecuali ada UU yaergentukan lain.
- Memperhatikan tempat diam para pihak dengan pelagagiang
bersangkutan yang menangani perkara.
- Mencermati agar antara jarak hari pemanggilan @dainsidang tidak
kurang dari 3 hari kerja.
6. Dalam PHS harus menyebutkan:
- Adanya perintah penyerahan sehelai salinan surgatgn kepada
tergugat.
- Pemberitahuan kepada tergugat bahwa ia dapat nuagajgwaban

tertulis.
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- Pemberitahuan kepada para pihak bahwa dalam pegsida
diperbolehkan untuk membawa surat-surat bukti sedatsi-saksi
yang dianggap perIJLf.

7. Hakim menandatangani formulir PGL (Panggilan) daryang telah diisi
sesuai dengan PHS.

8. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusitaggamti yang sah.

9. Berdasarkan perintah hakim tersebut, jurusita madgb kasir untuk
menerima ongkos jalan guna melakukan pemanggilagatemenyerahkan
formulir PGL 1 dan 2.

10.Jurusita mempersiapkan Relaas atau berita acaranggien yang
didalamnya:

- Penyerahan sehelai salinan surat gugatan kepayleyasr

- Pemberitahuan bahwa tergugat boleh mengajukan gawitulis.

- Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan parak pioleh
membawa surat-surat bukti atau saksi-saksi.

11.Pemanggilan disampaikan langsung kepada orang yasergangkutan
ditempat diamnya, dan jika tidak ditemui maka mel&epala desa yang
bersangkutan.

12.0Orang yang menerima panggilan harus menandataregjaas tersebut.

13. Apabila panggilan melalui kepala desa, maka didalelaasnya ditambah

dengan cap dinas.

12 Hasil wawancara bersama Bp. Drs. Wan Ahmad (H&émgadilan Agama Semarang) pada
hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012
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14.Walaupun pihak yang dipanggil tidak mau menandaangtau Kepala
Desa yang bersangkutan tidak mau membubuhi cajg diaka hal tersebut
tidak akan mempengaruhi keabsahan relaas.
15. Jurusita atau jurusita pengganti harus menandatarglaas tersebut.
16.Dalam perkara perceraian, pabila pihak yang dipartgtah meninggal
dunia, maka hal semacam itu dicatat di dalam rgdaaggilan sebagai dasar
hakim untuk menggugukan perkaranya.
17.Apabila pihak yang dipanggil telah menunjuk kuas&umnya yang telah
didaftarkan dikepaniteraan, maka panggilan ditujuklkepada kuasa
hukumnya tersebdf
18.Jurusita atau penggantinya menyerahkan relaas pamdgrsebut kepada
majlis hhakim yang memeriksa perkara tersebut.
19. Apabila yang dipanggil diketahui tempat tinggalnggau tidak jelas atau
tidak memiliki tempat kediaman yang tetap maka:
- Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawizanggilan
dilakukan menurut pasal 27 PP No.9 Tahun 1975
- Dalam perkara lainnya menurut pasal 390 HIR/ 718 Ritu
melalui Bupati atau Walikota tempat tinggal penggugang
seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan carampetkan

pada papan pengmuman pengadilan.

Y Arifblog, http://eartharif.blogspot.com/2009/01/kumpulan-makehtml.dengan judul
“Tahap Pemanggilan Para Pihak Dalam Hukum Acara Bexdi Pengadilan Agamali akses pada
hari Senin tanggal 23 Juli 2012
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20.Jika yang dipanggil telah meninggal dunia maka pgéag disampaikan
kepada ahli warisnya.
Adapun menurut beberapa buku mengenai panggilanatea tentang
tatacara pemanggilan diantaranya adalah:

a. Panggilan disampaikan kepada yang bersangkutamhite tinggal
orang yang dipangg(in person).

b. Apabila yang dipanggil tidak dijumapai ditempat kedannya,
panggilan boleh disampaikan melalui Lurah atau kKepesa.

c. Panggilan terhadap pihak yang berada diluar wildygtum Pengadilan
Agama yang bersnagkutan, menerima bantuan Pengaiiijjama yang
mewilayahi tempat kediaman yang dipanggil, dan rgelaya
Pengadilan Agama tersebut mengirimkeelaas kepada Pengadilan
Agama yang meminta bantuan.

d. Apabila yang dipanggil tidak diketahi tempat tinbjya, maka dilakukan
pemanggilan melalui Bupati atau Walikota surat pgag tersebut
ditempelkan dipapan pengumuman pengadilan. Khusiisk yoerkara
perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui suatw dtaberapa surat
kabar atau mass media lain sebanyak dua kali detegeygang waktu
satu bulan antara pengumuman yang pertama denggorpaman yang
kedua, dan tenggang waktu antara pemanggilan dehgansidang

sekurang-kurangnya tiga bulan.
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e. Panggilan disampaikan kepada departemen Luart Negegr Dirjen
Protokoler yang tembusannya disampaikan kepada tdalubesar
setempat, apabila orang yang dipanggil bertempdtudukan di Luar
Negeri.

f. Panggilan disampaikan kepada ahli waris, apabdagyang dipanggil
meninggal dunid?

Dalam referensi lain ditemukan definisi tatacarengeggilan yang lain
dari kedua referensi diatas. Dalam referensi inimfvegi panggilan sesuai
dengan wilayah atau keberadaan pihak dan jenis@erka yaitu:

1) Pemanggilan dalam Wilayah Yurisdiksi

Suatu panggilan(relaas) dibuat oleh jurursita atau jurursita
pengganti sebanyak rangkap dua, lembar pertamd @etklah
ditandatangani oleh pihak yang dipanggil oleh jitaugang bertugas
memanggil para pihak itu menyerahkaslaas itu kepada ketua
Maijlis Hakim untuk kepantingan pemeriksaan dan taisiu
Dalam menjalankan tugasnya jurusita khususnya dalaah
pemanggilan, jurusita harus bertemu langsung danidaga dengan
orang yang dipanggil ditempat kediamannya tidak exd&ka surat
panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau H.uyang
bersangkutan. Jika yang dipanggil tidak ditemui anadanggilan

tertulis penggugat / tergugat tidak ada ditempat slarat panggilan

14 Musthofa Kepaniteraan Pengadilan AgamgCet: | jakarta: Prenada Media, 2005)
hal 103-104
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disampaikan dengan perantaraan Kepala Desa ataah,Lutan
Kepala Desa atau Lurah menyatakan bahwa ia sanggiyk
menyampaikan surat panggilan kepada pihak yangubgksitan.
Panggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi

Apabila tergugat berada diluar wilayah yurisdiksnBadilan
Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agam
memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Adgamena
tempat tergugat berada. Surat panggilan permohtamaebut dibuat
dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memokepada
pengadilan agama yang dituju untuk memanggil perakp
(biasanya tergugat) karena saat ini berada ditempidyah
yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut.

Surat permohonan yang dikirim ke pengadilan agamaeg
dituju tanpa melampirkan surat panggil@elaas) dari Pengadilan
Agama yang meminta bantuan. Yang membuat serta g yan
menandatangani surat panggil@alaas) adalah jurusita Pengadilan
Agama yang dimohonkan bantuan pengadilan. Pengadigama
yang meminta bantuan pemanggilan itu harus mempgmhgkan
jauhnya jarak pengadilan agama dimana tempat tatdneyada.

Pengadilan yang menerima permohonan panggilan dari
Pengadilan Agama lain diharapkan segera melaksanzda@nintaan

/ permohonan pemanggilan tersebut dengan memekargbanitera
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atau jurusita untuk melaksanakannya. Agar pelaksapamanggilan
ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, déwardpkan kepada
panitera untuk mengontrol dengan serius pelaksahams jurusita
dalam hal menangani permintaan pemanggilan itu pngadilan
agama lain dan hasilnya segera disampaikan kepadgagilan
agama yang meminta bantuan tersebut supaya pegaitiayang
diproses dapat segera diselesaikan sebagaimanayaest
Pemanggilan di Luar Negeri

Jika para pihak yang berperkara diluar negeri bense
sebagaimana dalam Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975
“ Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimairaaksud
dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melBerwakilan
Republik Indonesia setempat.”
maka pemanggilan dilakukan melalui Direktorat Jahd¢onsuler
Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pamggtl
disampaikan kepada perwakilan Rl dan Kedutaan Béisaegara
dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dissampaikan
juga kepada pihak yang dipanggil dengan melampidedrelai surat
gugatan.

Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggitdalun

Direktorat Jendral Protekoler dan Konsuler Depastenuar Negeri

'3 PP Nomor 9 Tahun 1975, pdf. http.//hukumonline.com diakses pada hari kamis tanggal 30

Oktober 2012
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supaya memperhitungkan jarak jauhnya negara ydomdsehingga
pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk memppden diri
memenuhi panggilan tersebut.
4) Pemanggilan Bagi Tergugat Yang Ghoib
Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggiktaiketahui
atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jeldsdtinesia atau
tidak diketahui pasti tempat tinggal tersebut baradnaka
pemanggilan dapat dilaksanakan dengan melihatnydaperkara
yaitu:
a) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan
Pemanggilan pihak tergugat dilakukan dengan
berpedoman kepada pasal 27 PP No. 9 tahun 197Batah
139 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau
tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap
panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan
pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat
kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh
Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-suratakab
atau mass media tersebut pada ayat (1) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu salanbu
antara pengumuman pertama dan kedda.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terkhir sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dan tergugat tau kuasanya tidak hadir

'® Kompilasi Hukum Islan Cet:ke-3, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2008364
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gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali
apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkannya
melalui satu atau beberapa surat kabar atau medssan
lainnya seperti yang telah diterapkan oleh KetuagBdilan
Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan ydagber
Pengumuman melalui surat kabar atau mass media
sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakanysébdua
kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pemgam
yang pertama dengan yang kedua. Tenggang waktuaanta
pemanggilan terakhir dengan waktu persidangan raeiu
kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah
dilaksanakan sebagaimana tersebut dan tergugatkatsa
hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan itu ditartanpa
hadirnya tergugat. Kecuali apabila gugatan itu aalngk atau
tidak belasan sama sekli.
b) Berperkara yang Berkenaan dengan Kewarisan
Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan
kewarisan dilaksanakan melalui Bupati atau Walikaatam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat

panggilan ditempelkan di papan pengumuman Pengadila

" Hasil Wawancara bersama Bp. Drs. Wan Ahmad (tHadkéngadilan Agama Semarang) pada
hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012
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Agama di depan pintu utama dan juga pada papan
pengumuman bupati atau walikota madya sebagaimana
tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasahyad8(3)
RBg.

Dalam hal yang dipanggil telah meninggal dunia, anak
panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengama c
menyampaikan secara langsung kepada ahli warishia.
ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, kena
panggilan dilaksanakan melalui Lurah atau KepalasaDe
sebagaimana tersebut Pasal 390 ayat (2) HIR daal P48
ayat (3) Rbg. Namun jika kepa;a desa tidak mengeiddn
tidak mengenal ahli waris, maka panggilan dikeniaalike
jurusita yang dilampirkan dengan surat keterangdakt
diketahui atau tidak dikenal. Atas dasar penjelasapala
Desa itu, jurusita dapat menempuh tata cara melalui
panggilan umun?®

5) Panggilan Tergugat bagi Perkara Prodeo
Pelaksanaan panggilan kepada pihak-pihak yang tainae
dalam perkara prdeo ( Gugat dengan Cuma-Cuma), netkp
dilaksanakan sebagaimana dalam perkara biasa. |Aga&ngadilan

Agama berkenan memanggil tergugat dengan peraRemgadilan

8 M. Yahya Harahap, S.Hjukum Acara Perdata tentang Gugatan,PersidangaenyRaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadi@akarta:Sinar Grafika) h.224
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Agama lain untuk sidang hari pertama, dan perkarsebut belum
ditentukan prodeo atau tidak dalam sidang insidemaka surat
permohonan yang dikirim dalam Pengadilan Agama Ildin
dilampirkan juga surat keterangan miskin yang di&gtan oleh
camat selaku kepala wilayah. Disamping itu kepaéagpdilan
agama yang menerima permohonan itu diberi penjeldshwa
orang tersebut (Penggugat) dalam keadaan miskin lkiaga
panggilan adalah nihil.

Apabila Pengadilan Agama yang berwenang telah npatdain
beracara secara prodeo dalam sidang incidental,a mekrat
permohonan permintaan pengadilan tersebut disa@paikepada
pengadilan agama yang dituju supaya dilampirkara jsglinan
putusan sela tentang izin beracara secara pré@gegadilan agama
yang dimintakan pemanggilan secara prodeo terselajib
melaksanakan pemanggilan tersebut dengan pengbutag jawab.
Apabila pemanggilan sudah dilaksanakan, maka femtanggilan
(relaas) segera dikirimkan kepada Pengadilan Agang memohon
dilaksanakan pemanggilan kepada tergugat secaraa Gurouma

(Prodeo)?

9 Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiAgama Edisi Refisi
(Cet. lll; Jakarta.Kencana, 2005), 136-144.
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Nomor: 0229/DjA.3/HK.05/11/201 bulan Februari 2012yang
memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Agar permohonan Tabayun dibuat secara lengkap iseferzgan
ketentuan sehingga tidak menghambat prosedur pesajiah perkara.

2. Agar permohonan Tabayun apabila sudah memenuhiatsyang
ditentukan agar segera dilaksanakan.

3. Apabila persyaratan sesuai ketentuan belum lengigar segera di
informasikan kepada Pengadilan Agama atau Mahke®gah’'ah yang
meminta bantuan tabayun.

4. Apabila permohonan Tabayun masih belum dilaksanakaaka
permohonan tabayun yang ketiga kalinya ditembusgieaBitjien Badan
Peradilan Agama, dengan melampirkan permohonaarpartian kedua.
Ditjen Badan Peradilan Agama akan menegur atau rerpbringatan
kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah ygimghon
bantuan.

D. Media Elektronik yang digunakan dalam Pemanggilan Sidang di
Pengadilan Agama Semar ang
Untuk tercapainya asas peradilan yang sederhapat dan biaya ringan
serta demi mendukung tujuan dalam proses bererkardasarkan ketentuan
pasal 5 UU ITE dalam sistem elektronik pada hak¥atinformasi yang asli
dengan salinanya tidak relevan lagi untuk dibedakanena sistem elektronik

beroprasi dengan cara penggandaan yang mengakibetlcamasi yang asli
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tidak dapat dibedakan lagi dari salinanya. Agatwsugormasi digital memiliki

bukti otentik maka harus dipilih suatu sistem alehkik yang dapat melindungi
keotentikan, intregitas, kerahasiaan dan keteraksdari informasi elektronik
pada sistem elektronik tersebut. Dalam pemanggildang, Pengadilan Agama

Semarang menggunakan Media Elektronik diantaranya:

a. Radio

b. Surat tercatat atau Telegram

c. Faximile

Mengenai keabsahan tatacara pemanggilan para pith@kgan
menggunakan media elektronik dengan faximile, m&niapak Drs. Wan
Ahmad selaku hakim Pengadilan Agama Semarang bdmpah bahwa
pemanggilan dengan menggunakan media elektronilersefaximile ini
dianggap sah apabila sudah memenuhi prosedur ydmglan juru sita sesuai
dengan ketentuannya telah melaksanakan kewajibahSradah menjadi suatu
kebiasaan bagi Pengadilan Agama Semarang yang gemasuatu perkara
tersebut, mempunyai keyakinan bahwa relaas pamggdag asli akan datang.
Dengan adanya faximile tersebut maka hakim bisagarabil langkah-langkah
yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu egkang sedang ditangani.
Faximile tersebut juga dianggap sebagai surat yhisg dipercaya untuk

menangani perkara yang diajukan oleh para pihay gadang berperkara.

20 Hasil wawancara bersama bapak Drs. Wan Ahmad (ri&kingadilan Agama Semarang)
pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012



